
SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Walikota telah menyempumakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan
Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/609/KPTS/TAHUN 2015
tanggal 28 Desember 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan
Walikota Binjai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah PropinsiSumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang

A



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4712);

12. Peraturan



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);

23. Peraturan



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 903);

25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah
Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Rp. 985.607.494.365,00
Rp. 1.023.554.570.568.90
(Rp. (37.947.076.203,90)Defisit

Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Rp. 41.609.843.918,90
Rp. 3.662.767.715.00
Rp. 37.947.076.203.90
Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lam-lain Pendapatan Daerah yang sah

Rp. 88.674.387.050,00
Rp. 699.810.593.815,00
Rp. 197.122.513.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan :
a. Pendapatan Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.d. Lam-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp. 33.296.001.500,00
Rp. 45.078.954.381,00

3.100.000.000,00
Rp. 7.199.431.169,00

(3) Dana



Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya
b. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

(3)
Rp. 37.523.036.715,00
Rp. 574.469.158.000,00
Rp. 87.818.399.100,00

(4)

Rp. 44.183.469.600,00
Rp. 109.249.204.000,00

43.689.839.900,00Rp .

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

( 1)
Rp. 545.073.536.919,48
Rp. 478.481.033.649,42

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Subsidi
c. Belanja Hibah
d. Belanja Bantuan Sosial
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota

dan Pemerintah Desa/Partai Politik
e. Belanja Tidak Terduga

(2)

Rp. 526.615.824.994,48
263.734.200,00

Rp. 13.353.888.000,00
Rp. 3.751.350.000,00

Rp.

Rp. 588.739.725,00
500.000.000,00Rp.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

(3)

Rp. 55.523.915.110,00
Rp. 206.263.334.280,42
Rp. 216.693.784.259,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 41.609.843.918,90
Rp. 3.662.767.715,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenispembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
b. Pembayaran Pokok Utang

Rp. 41.609.843.918,90
(3) huruf b terdiri dari jenis

Rp. 2.631.900.800,00
1.030.866.915,00Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II



2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi
sertaprogram dan kegiatanSKPD, pendapatan, belanja

Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian
objek;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

menurut urusan pemerintahan daerah,

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRET£RLA.T DAERAH KOTA BINJAI

Ditetapkandi Binjai.
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd
/

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003 RIADIL AKHIR LUBIS

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI : (11/2015)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Sesuai Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, APBD
mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi dan Distribusi.
a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi perencanaaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman

bagi manajemen dalam merencanakan kegitan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta peningkatan
efesiensi dan efetivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 8


